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KEBENARAN ITU MEMERDEKAKAN

alam rangka memperingati  Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-65 kemerdekaan Re-
publik Indonesia, Reformed Center for 
Religion and Society (RCRS) meng-

gelar seminar “Agama dan Misi Perdamaian,” 7 
Agustus 2010, dengan keynote speaker Pdt. Dr. 
Stephen Tong (Pendiri RCRS), narasumber Prof. 
Dr. Paul Marshall (Senior Fellow, Hudson Institute 
dan RCRS), Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J. 
(Mantan Rektor STF Driyarkara), dan Pdt. Dr. Be-
nyamin F. Intan (Direktur Eksekutif RCRS),  ber-
tempat di Auditorium John Calvin, Reformed Mil-
lennium Center Indonesia (RMCI), Kemayoran, 
Jakarta. Tujuan seminar, bagaimana agama-agama 
dapat mengimplementasikan misi perdamaiannya 
pada ranah publik, khususnya dalam bingkai Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia me-
ngungkapkan betapa besarnya kontribusi agama-
agama dalam perjuangan kemerdekaan, demikian 
juga dalam upaya mempertahankan kemerdekaan 
Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa 
agama-agama di negeri ini memiliki posisi yang 
terhormat, yang mempopulerkan Indonesia se-
bagai negeri tempat persemaian yang subur bagi 
agama-agama, atau “surga” bagi agama-agama.

Penyelenggaraan seminar “Agama dan Misi Perda-
maian” ini menjadi penting di tengah banyaknya 

konflik yang membawa-bawa nama agama, khu-
susnya seiring dengan bergulirnya reformasi di 
negeri ini. Apalagi dengan adanya tudingan miring 
bahwa agama dalam ranah publik hanya akan me-
nimbulkan konflik dalam masyarakat, sebagaima-
na umumnya diyakini negara-negara sekular barat.

Buletin Veritas Dei edisi III ini memaparkan pe-
mikiran-pemikiran bijak yang dihasilkan dalam 
seminar tersebut. Setelah analisis Pdt. Dr. Stephen 
Tong tentang “Agama dan Misi Perdamaian,” se-
lanjutnya disajikan rangkuman seminar, “Agama 
Penting untuk Perdamaian.” Untuk memberi-
kan gambaran bahwa kebebasan beragama masih 
menjadi persoalan besar di negeri ini, khususnya 
terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah 
ibadah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Ber-
sama Menteri (PBM) 2006 yang menimbulkan pro 
kontra, liputan khusus, “PBM Menyasar Gereja 
HKBP” menjadi rubrik khusus terbitan kali ini, 
dan ditutup dengan artikel Pdt. Dr. Benyamin F. 
Intan, “Pluralisme Agama dan Negara Berkeadil-
an,” yang bentuk ringkasnya pernah dimuat di ko-
lom Opini harian Seputar Indonesia (Sindo) pada 
hari Rabu, 25 Agustus 2010.

Kami percaya, kehadiran Veritas Dei kali ini, seper-
ti edisi-edisi sebelumnya, akan menjadi berkat bagi 
para pembaca sekalian. Selamat membaca... 
				            Redaksi

Narasumber Seminar RCRS “Agama dan Misi Perdamaian”, 7 Agustus 2010: Pdt. Dr. Stephen Tong (key-
note), Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J., Joko Prabowo, M.H. (moderator), Pdt. Dr. Benyamin F. Intan, 

dan Prof. Dr. Paul Marshall.
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de perdamaian bersemayam 
dalam hati semua orang, agama 
apapun dia, namun untuk 

mewujudkannya ternyata bukan 
hal yang mudah. Karena itu umat 
beragama harus tekun memper-
juangkan perdamaian, dan per-
juangan perdamaian mestinya nir 
kekerasan. Analisis Pdt. Dr. Ste-
phen Tong pada Seminar Agama 
dan Misi Perdamaian patut disimak 
dalam mewujudkan ide perdamaian 
nir kekerasan.

Manusia selalu menginginkan dan 
memimpikan perdamaian. Itu sebab-
nya orang tua gemar menasihati anak-
anak mereka untuk hidup damai. Tapi 
menginginkan dan memimpikan 
perdamaian saja tidak cukup. Untuk 
menciptakan perdamaian diperlukan 
perjuangan yang tak mengenal lelah.

Agama-agama memiliki misi perda-
maian. Umat  beragama memimpi-
kan bagaimana ide perdamaian itu 
mewujud dalam hidup mereka. 
Ironisnya, umat beragama melakukan 
hal yang bertentangan dengan ide 
yang ada dalam agamanya itu. Bukan-
nya perdamaian yang diperlihatkan, 
sebaliknya kekerasanlah yang mereka 
pertontonkan. Tepat seperti yang di-
katakan Niccolò Machiavelli bahwa 
kita tidak berbicara tentang apa yang 
harus kita lakukan, melainkan apa 
yang sedang kita lakukan, karena kita 
sering kali tidak melakukan apa yang 
harus kita lakukan.

Indonesia terkenal dengan kerukun-
annya, pernah memiliki presiden 
dengan julukan, “the Smiling Gener-
al,” namun memiliki lembaran hitam 
kekejaman penumpasan komunis 
yang amat mengerikan. Mereka yang 
meninggal pada peristiwa itu melebihi 
jumlah korban 10 tahun peperangan 
Vietnam. Pada tataran teori, Indone-

sia memiliki ide dan cita-cita tinggi 
tentang perdamaian. Tapi realitasnya 
jauh berbeda dengan apa yang ada 
pada tataran teori tersebut. Apa yang 
kita inginkan sering kali berseberang-
an dengan apa yang kita lakukan.

Perdamaian yang menjadi dambaan 
banyak orang menjadi lebih sulit 
dimengerti ketika diperhadapkan 
dengan banyaknya patung-patung 
pahlawan perang yang dibangun pada 
setiap negara. Semua orang mengajar-
kan, “jangan berperang, jadilah pem-
bawa damai,” tapi pada saat yang ber-
samaan masyarakat mengagungkan 
pahlawan-pahlawan perang. Jikalau 
manusia mencintai  perdamaian, pe-
rang seharusnya dibenci. Tapi pada 
realitasnya perang menjadi sesuatu 
yang dibutuhkan untuk mendapat-
kan perdamaian. Ini adalah sesuatu 
yang sulit dipahami.

Di Bangkok ada kuil Buddha, di 
dalamnya ada patung Buddha, dibuat 
dari batu giok besar berwarna hi-
jau. Batu giok itu termahal di dunia, 
yang kemudian diukir menjadi pa-
tung  Buddha. Wihara Buddha Giok 
itu berada di tempat yang tinggi, di 
mana penganut buddhisme berbakti 

dan menyembah di situ. Mereka per-
caya di mana Buddha Giok berada, 
di  negara itu ada perdamaian. Aki-
batnya, banyak orang yang percaya 
akan hal itu berusaha mati-matian 
untuk mendapatkan Buddha Giok 
untuk ditaruh di negaranya. Thailand 
dan Burma berperang terus-menerus 
untuk memperebutkan Buddha Giok 
itu.

Dari hal tersebut jelaslah perdamaian 
ternyata memberikan rangsangan 
untuk  berperang.  Manusia  berpe-
rang untuk mewujudkan perdamaian. 
Agama yang seharusnya membawa 
keharmonisan, pemberi motivasi ber-
satu untuk perdamaian, ternyata tak 
mampu menghindari peperangan. 
Tragisnya, perang yang paling kejam 
dan mengerikan adalah perang atas 
nama agama.

Salah satu faktor yang memberikan 
rangsangan bagi penampilan bengis 
agama adalah adanya konsep mut-
lak dalam agama. Konsep mutlak 
itu sendiri tidak salah, karena yang 
mutlak itu ada, maka lahirlah konsep 
mutlak, meski yang dimutlakkan ma-
nusia itu belum tentu mutlak kekal.

Allah yang mutlak itu pencipta manu-
sia, karena itu di dalam manusia yang 
dicipta segambar dan serupa dengan 
Allah memiliki konsep mutlak. Itulah 
yang menjadi dasar mengapa manu-
sia mempunyai keyakinan yang ti-
dak mau berkompromi, keyakinan 
itu jugalah yang menyatukan manu-
sia dengan yang mutlak. Jadi konsep 
mutlak itu penting dalam beribadah, 
bertingkah laku, beretika, dan dalam 
perjuangan hidup.

Konsep mutlak itu sendiri terbagi 
dua, pertama yang mutlak pada di-
rinya, kedua yang mutlak karena di-
mutlakkan, atau dengan kata lain, 

AGAMA DAN MISI PERDAMAIAN
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manusia yang memiliki konsep mut-
lak kemudian memutlakkan sesuatu 
yang tidak mutlak. Jadi sebuah ke-
mutlakkan yang diciptakan oleh kon-
sep manusia, yang sesungguhnya bu-
kan mutlak kekal, dan ini adalah hal 
yang membahayakan agama apabila 
konsep mutlak yang tidak kekal ini 
dipaksakan kepada orang lain.

Semua manusia sudah berdosa, semua 
manusia tidak bebas dari salah, jadi 
manusia tidak boleh memutlakkan 
dirinya, apalagi memaksakan apa 
yang dianggap mutlak kepada orang 
lain, baik dengan manipulasi maupun 
dengan cara-cara kekerasan.

Bagi umat Kristen, Yesus adalah 
mutlak, Yesus satu-satunya yang me-
ngatakan, “I am the Truth,” itu harus 
dipahami sebagai yang mutlak yang 
muncul dalam sejarah, bukan yang 
dimutlakkan manusia. Namun, Yesus 
juga mengajarkan untuk berdamai 
dengan sesama. Artinya, kedatangan 
Yesus yang membawa damai justru 
menimbulkan pertentangan, karena 
berita Yesus direspon dengan peno-
lakan dan kekerasan. Alkitab juga me-
nyatakan bahwa Yesus tidak melaku-
kan   pemaksaan   apalagi  dengan 
cara-cara   kekerasan   terhadap   me-
reka yang menolak pemberitaan-Nya, 
mereka yang melakukan kekerasan 
terhadap-Nya. 

Yesus membiarkan diri-Nya ditimpa 
kekerasan, dengan cara mengorban-
kan diri Ia mewartakan “Damai Al-
lah.” Karena itu, pemberitaan tentang 
Yesus yang mutlak mestinya jauh dari 
kekerasan dan manipulasi.

Barangsiapa memutlakkan diri, mera-
sa pantas mewakili Tuhan—padahal  
sesungguhnya berasal dari ambisi 
pribadi—lalu memaksakan orang lain 
menerima keyakinannya, itu adalah 
pelanggaran terhadap hak asasi ma-
nusia. Mereka yang memutlakkan 
yang tidak mutlak, memutlakkan 
diri sebagai wakil Tuhan, kemudian 

menjalankan penghakiman terhadap 
orang lain, akan menjadi sumber ke-
celakaan, peperangan, dan perusak 
perdamaian dalam masyarakat.

Umat beragama dapat menghindari 
bahaya dari konsep mutlak yang ada 
tersebut dengan cara hidup takut 
akan Tuhan, toleransi terhadap me-
reka yang beragama lain, menghargai 
nilai-nilai kemanusiaan, kemudian 
berjuang bersama-sama menegakkan 
perdamaian.

Apabila umat beragama hidupnya 
takut akan Allah, agama apapun itu, 
maka agama-agama yang memiliki 
konsep Allah dapat meminimal-
kan kekerasan yang menodai sejarah 
perkembangan agama-agama itu. Se-
baliknya, jika agama-agama yang me-
miliki konsep mutlak itu tidak hidup 
takut akan Allah, maka agama-agama 
itu bisa melakukan kekerasan yang 
lebih mengerikan dari agama-agama 
yang tidak memiliki konsep Allah. 

Tuhan adalah Tuhan yang sabar dan 
toleran kepada manusia, bahkan ter-
hadap orang yang melawan Dia seka-
lipun. Umat beragama harus toleran 
terhadap umat beragama lain karena 
toleransi Tuhan amat besar. Tuhan 
yang penuh belas kasihan, sabar dan 
kebesaran hatinya dapat menampung 
orang yang sementara ini berperilaku 
tidak sesuai dengan kehendak-Nya. 
Karena itulah, masyarakat harus be-
lajar toleran terhadap mereka yang 
berbeda agama. 

Sekalipun berseberangan dengan 
Rousseau, Voltaire menentang pem-
bakaran buku Rousseau oleh negara, 
“Sebagai manusia, saya  benci dengan 
kerajaan yang membakar bukumu. 
Saya akan berjuang mati-matian un-
tuk membela HAM yang kau per-
juangkan dan kau miliki.” Ini adalah 
pikiran yang menjadi contoh bagi se-
gala zaman. 

Kita berbeda, kita harus mengakui 

bahwa perbedaan itu fakta. Itu sebab-
nya kita tidak boleh mengambil alih 
kekuasaan Tuhan dengan berperan se-
bagai Tuhan untuk kemudian mem-
bunuh, memaksakan apa yang kita 
inginkan pada orang lain. Manusia 
bukan algojo Tuhan, toleransi untuk 
menerima perbedaan harus ada.

Semua manusia itu berharga, ber-
harkat, dan diberikan hak asasi. Ini 
adalah suatu  penghargaan kepada  
sesama yang harus dimiliki semua 
orang. Keberagaman keyakinan 
adalah fakta, tetapi   memaksakan   
keyakinan   seseorang kepada orang 
lain merupakan pelanggaran terhadap 
martabat kemanusiaan. 

Umat beragama harus mempunyai 
jiwa yang lapang untuk melihat se-
luruh umat manusia sebagai sesama 
saudara meskipun memakai jubah 
berbeda. Manusia beragama  harus 
berusaha menaklukkan diri, mere-
dam nafsu, dan menghentikan ambisi 
liarnya, khususnya menganggap diri 
layak mewakili Tuhan, atau berperan 
sebagai Tuhan. Itu adalah musuh ber-
sama umat manusia, yang  berten-
tangan dengan misi perdamaian 
agama-agama.    (Ulasan Pdt. Dr. Ste-
phen Tong, pendiri RCRS, dalam Seminar 
“Agama dan Misi Perdamaian”)

DVD

Seminar HAM dan Kebebasan 
Beragama

Pdt. Dr. Stephen Tong
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.

Prof. Drs. Dawam Rahardjo 
Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D.

Harga: Rp60.000
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P
AGAMA PENTING UNTUK PERDAMAIAN

erdamaian tidak datang den-
gan sendirinya. Penegakkan 
perdamaian butuh perju-

angan. Umat beragama di seluruh 
belahan dunia dalam hal ini harus 
memeloporinya. Apalagi jika me-
mang umat beragama mengakui 
“Misi Perdamaian” melekat pada 
diri  agama-agama.  Pentingnya per-
an agama menciptakan perdamaian 
diteguhkan dalam seminar, “Agama 
dan Misi Perdamaian,” yang dise-
lenggarakan oleh Reformed Center 
for Religion and Society (RCRS), 
7 Agustus 2010, dengan keynote 
speaker Pdt. Dr. Stephen Tong 
(Pendiri RCRS), narasumber Prof. 
Dr. Paul Marshall (Senior Fel-
low, Hudson Institute dan RCRS), 
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J. 
(Mantan Rektor STF Driyarkara), 
dan Pdt. Dr. Benyamin F. Intan 
(Direktur Eksekutif RCRS),  ber-
tempat di Auditorium John Calvin, 
Reformed Millennium Center In-
donesia, Kemayoran, Jakarta. Beri-
kut, rangkuman seminar Agama 
dan Misi Perdamaian tersebut.

Skeptisisme Barat—skeptisisme yang 
kini juga tumbuh subur di negeri ini 
seiring dengan banyaknya kekerasan 
yang mengatasnamakan agama—
mengumandangkan bahwa agama 
tidak layak berada pada ruang pu-
blik, bahwa agama perlu dikerang-
keng untuk hanya ada pada ruang 
privat agama. Hal ini, menurut Paul 
Marshall, tidak memiliki dasar yang 
kuat. Paul menepis anggapan bahwa 
agama adalah sumber konflik utama, 
pendapat yang sering muncul di ne-
gara-negara Barat, namun sebenarnya 
sedikit bukti yang mendukung akan 
hal ini. 

Lebih lanjut Paul menjelaskan, di 
satu pihak memang benar ada kon-
flik dan kekerasan bernuansa agama. 

Menolak kenyataan itu, tidak akan 
membawa manfaat apapun. Tapi di 
sisi lain, tidak ada perbedaan spesi-
fik antar agama itu sendiri yang bisa 
membuatnya konflik. Sehingga mun-
culnya agama-agama di ruang publik, 
seperti dipaparkan Benyamin F. In-
tan, bukannya membawa konflik tapi 
justru memiliki kecenderungan besar 
membawa rekonsiliasi.

Sejarah juga mencatat, konflik ter-
jadi bukan hanya atas dasar agama 
tetapi atas dasar hampir semua latar 
belakang—uang, seks, kuasa, tanah, 
ideologi, dan kepercayaan. Konflik 
kental dengan nuansa agama karena 
pada saat itu semua area kehidu-
pan manusia memang bernuansa 
keagamaan—perang, politik, seni, 
ilmu pengetahuan, filosofi.  Menurut 
penelitian Paul, pada abad yang lalu 
sejarah membeberkan, paham athe-
isme-lah yang paling memiliki kecen-
derungan menjadi kekerasan, ini juga 
berlaku pada paham komunisme dan 
bentuk-bentuk atheisme yang lain.

Secara tegas Franz Magnis-Suseno 
mengungkapkan, warta perdamaian 

agama-agama mestinya nir kekerasan, 
sekalipun penyampaian warta terse-
but direspon secara negatif. Warta 
perdamaian agama-agama didasarkan 
pada kebaikan hati pemeluk agama, 
tanpa pamrih apapun.

Karena itu, agama-agama sepatutnya 
menampilkan wajah perdamaian, 
bukan wajah bengis yang berten-
tangan dengan misi agama-agama. 
Penampakan wajah bengis agama 
yang terbaca dalam sejarah agama-
agama, demikian juga terkait den-
gan kekerasan agama di Indonesia 
menurut ketiga narasumber, terutama 
berkaitan dengan politisasi agama dan 
agamaisasi politik. 

Mengutip TB Simatupang, Benya-
min menjelaskan, agama-agama yang 
ada di Indonesia dulunya lahir sebagai 
anak tunggal—Islam di Arab, Kristen 
di Palestina, dan seterusnya. Seb-
agai anak tunggal di tempat asalnya, 
agama-agama  sudah  terbiasa diis-
timewakan dan dimanjakan, sehingga 
ketika berada di lingkungan di mana 
dia punya kakak, adik, maka konflik 
agama mulai muncul. Menurut Be-
nyamin, salah satu penyebab utama 
konflik agama adalah fact of pluralism, 
agama-agama tidak mampu meneri-
ma fakta kemajemukan agama.

Banyaknya kekerasan agama, khu-
susnya pada era reformasi memang 
bukan warisan sejarah Indonesia. Ke-
kerasan agama juga tidak terkait pada 
agama itu sendiri, yang pada dirinya 
melekat misi perdamaian. Kekerasan 
agama, sebaliknya, lebih disebabkan 
oleh faktor yang berasal dari luar 
agama itu sendiri, utamanya pere-
butan kekuasaan politik, yang kemu-
dian mewujud baik berupa politisasi 
agama atau pun agamaisasi politik. 

Hadirnya perda-perda bernuansa 

Ulasan Seminar

4

Prof. Dr. Paul Marshall
(Senior Fellow, Hudson Institute dan RCRS)
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agama, baik perda bernuansa agama 
Islam (Perda Syariah), maupun perda 
bernuansa agama Kristen (Perda Injil) 
dapat dipastikan  terkait dengan hal 
itu, yang pada akhirnya merugikan 
agama-agama itu sendiri. Agama-
agama dapat  memberikan kontribusi 
positifnya pada pembangunan bangsa 
Indonesia, bahkan di seluruh dunia, 
demikian ungkap Benyamin lebih 
lanjut, apabila tidak “lengket” dengan 
politik dan mampu memposisikan 
dirinya secara tepat.

Apabila umat beragama meyakini 
bahwa semua agama punya misi per-
damaian di dalam dirinya, maka seha-
rusnya tidak ada pemberitaan agama 
yang bertentangan dengan misi 
perdamaian agama-agama itu. Am-
bivalensi agama, yang menampilkan 
wajah garang sekaligus wajah perda-
maian, menurut Magnis, antara lain 
disebabkan kesalahan dalam menafsir 
teks-teks agama. 

Dengan mengutip Injil Lukas, Mag-
nis menjelaskan bahwa ungkapan Ye-
sus, “Jangan kamu menyangka bahwa 
Aku datang untuk membawa damai 
di atas bumi; Aku datang bukan un-
tuk membawa damai, melainkan 
pedang” (Matius 10:34), atau “Kamu 
menyangka, bahwa Aku datang un-
tuk membawa damai di atas bumi? 
Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan 
damai, melainkan pertentangan” 
(Lukas 12:51), tidak boleh diartikan 
sebagai pembenaran untuk memaksa 
atau memerangi orang yang meno-
lak mengikut Yesus. Sejarah Gereja 
melaporkan banyak  kekerasan dalam 
pemberitaan Injil terjadi karena ayat 
tersebut dijadikan pembenaran peng-
gunaan kekerasan untuk memaksakan 
orang masuk ke dalam gereja. 

Salah satu contohnya adalah apa yang 
dilakukan Raja Spanyol sekitar ta-
hun 1508 setelah mengalahkan kaisar 
Muslim di Andalus yang kemudian 
menetapkan undang-undang bahwa 
setiap orang Yahudi dan Islam harus 

memilih dan bersedia dibaptis untuk 
menjadi Kristen, atau keluar mening-
galkan Spanyol. Mereka yang me-
milih menjadi  Kristen diberikan Injil 
Barnabas (Injil Barnabas tidak terma-
suk dalam kanon — ekstra kanon) 
yang ditulis oleh seorang Muslim 
berkebangsaan Spanyol, yang dipaksa 
dibaptis pada pertengahan abad ke-16 
di kota Roma.

Ayat ungkapan Yesus tersebut mesti-
nya ditafsirkan bahwa sebagai pewarta 
kebaikan dan cinta kasih, Yesus telah 
mengalami penolakan, karena itu se-
perti Yesus sendiri mengalami peno-
lakan, maka mereka yang mengikuti 
Yesus tak perlu heran jika dikucilkan 
dan mengalami perlakuan-perlakuan 
buruk seperti yang dialami Yesus, 
bahkan bisa jadi akan ada  perpe-
cahan di dalam keluarga. Tetapi me-
reka yang mengikut Yesus dengan hati 
yang tulus tidak akan terbakar dengan 
kebencian dan dikuasai kepahitan, se-
baliknya tetap mencintai orang yang 
menganiaya  mereka. Melalui sikap 
mengasihi musuh ini, mereka yang 
mengikuti Yesus menjadi saksi Kris-
tus dalam masyarakat. Diperlakukan 
dengan baik, membalas dengan baik. 
Diperlakukan dengan buruk, tetap 
membalas dengan baik. Itulah yang 
kita teladani dari Yesus.

Bagi Magnis, damai pertama-tama 
merupakan pemberian Allah, hadiah 
dari Allah, selanjutnya merupakan 
tugas bagi mereka yang mau taat 
kepada Allah untuk  menyemaikan-
nya.  Damai dinikmati oleh mereka 
yang membangun sikap-sikap Yesus 
dalam hati mereka. Sebagaimana di-
katakan Injil, “Kemuliaan bagi Allah 
di tempat yang maha tinggi dan da-
mai sejahtera di bumi di antara ma-
nusia yang berkenan kepada-Nya.” 
atau “Damai sejahtera Kutinggalkan 
bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberi-
kan kepadamu, dan apa yang Ku-
berikan tidak seperti yang diberikan 
oleh dunia kepadamu.” Jadi jelaslah, 
agama-agama sesungguhnya memi-

liki misi perdamaian, dan orang be-
ragama berkewajiban mewartakan 
perdamaian.

Agama-agama tidak akan menampil-
kan wajah bengisnya apabila misi 
perdamaian agama dikumandang-
kan dengan cara yang benar. Agama-
agama tidak boleh memaksakan 
perdamaian dengan cara kekerasan. 
Karena kekerasan selalu saja menim-
bulkan kekerasan, dan perdamaian 
tidak mungkin tercipta dengan cara 
kekerasan, sebaliknya harus melalui 
penegakkan hukum.

Perjuangan untuk mengusahakan per-
damaian secara damai dapat terwujud 
dengan memupuk sikap toleransi an-
tar agama dan penghormatan terha-
dap nilai-nilai kemanusiaan. Apabila 
hal ini dilakukan maka konsep  mut-
lak yang ada dalam agama-agama, 
yang amat penting dalam beribadah 
tidak akan menjadi persoalan. Karena 
konsep mutlak agama tidak boleh 
menjadi pembenaran untuk memak-
sakan konsep mutlak agama pada 
orang lain, apalagi  dengan meng-
gunakan kekerasan. Itu sama saja 
dengan menghina martabat manusia 
yang mulia yang diagungkan oleh 
agama-agama. 

Untuk menghapus benih kecurigaan 
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terhadap agama yang berbeda diper-
lukan dialog antar agama. Dialog 
yang jujur antar agama ini bisa ter-
jadi jika ada penerimaan terhadap 
pluralisme agama. Pluralisme agama 
disini tidak boleh diartikan bahwa 
semua agama sama saja. Ini berarti  
menyangkali identitas agama-agama 
yang berbeda itu. Menerima plu-
ralisme agama  berarti  menghargai  
mereka yang berbeda agama sebagai 
rekan dalam kehidupan bersama. Pe-
nerimaan atas pluralisme agama inilah 
yang memungkinkan agama-agama 
bisa memberikan kontribusinya bagi 
perdamaian. 

Selain dialog antar agama, yang lebih 
penting dari itu adalah kerjasama an-
tar agama  dalam menjalankan misi 
perdamaian. Adanya organisasi-or-
ganisasi interkomunal yang terbentuk 
dalam kerjasama antar agama sangat 
penting untuk meredam kekerasan 
yang membawa nama agama. Rumor 
negatif yang bisa memicu konflik dan 
kekerasan tidak akan berdampak luas 
jika organisasi-organisasi interkomu-
nal itu bekerja dengan baik. Masyara-
kat yang hidup saling percaya dan 
saling menerima akan sangat sulit 
terprovokasi, sekalipun oleh isu yang 
terkait dengan agama. 

Konflik agama sesungguhnya hanya 
bisa diselesaikan oleh agama-agama 
itu, bukannya dengan menggunakan 
tangan pemerintah. Apabila kerjasa-
ma antar agama bertumbuh subur 
di negeri ini, maka agama-agama itu 
akan mampu menyelesaikan konflik 
yang terkait dengan dirinya.

Kerjasama antar agama sesungguh-
nya juga bisa menjadi tempat di-
mana agama-agama itu dapat mem-
promosikan kebaikannya. Benyamin 
mengungkapkan, orang Kristen bu-
kan hanya stop berbuat jahat, tetapi 
juga harus melakukan perbuatan 
baik, sebagaimana dikatakan Efesus 
2:10, “Karena kita ini buatan Allah, 
diciptakan dalam Kristus Yesus un-

tuk melakukan perbuatan baik, yang 
dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia 
mau, supaya kita hidup di dalamnya.” 
Tetapi, berbuat baik membawa misi 
perdamaian, menurut Benyamin, “Ini 
adalah sesuatu yang tidak mudah, 
ada harga yang harus dibayar, bahkan 
nyawa bisa menjadi taruhannya”. 

Menurut Benyamin, agama-agama 
dapat tekun berjuang untuk mewu-
judkan perdamaian karena mereka 
memiliki cinta kasih dalam hati me-
reka, dan perjuangan umat beragama 
dilakukan dengan mengandalkan 
power of love, yang jauh dari kecin-
taan pada kuasa, love of power. Dalam 
Markus 10, Yesus mengatakan umat 
beragama jangan seperti pemerintah 
yang memerintah dengan tangan besi, 
atau penguasa-penguasa yang meme-
rintah dengan mempertontonkan ke-
kerasan, ini adalah love of power, cinta 
kuasa. Yesus mengajarkan kalau kamu 
mau menjadi tuan, mau menjadi 
pemimpin, jadilah hamba. Untuk 
menjadi yang terbesar, jadilah yang 
terkecil. “Anak Manusia datang bu-
kan untuk dilayani, tetapi untuk me-
layani, dan memberikan nyawa-Nya 
menjadi tebusan bagi banyak orang.” 

Untuk menghindari kekerasan, 
agama-agama seharusnya mengajar-

kan prinsip-prinsip kemanusiaan, 
cinta kasih, keadilan, dan bagaimana 
hidup menaati hukum. Di dalam 
mencegah kejahatan, agama-agama 
juga harus melakukan suatu pembi-
naan moral, suatu pembinaan kepada 
umat beragama dalam lingkungannya 
masing-masing. Dalam hal ini jelas 
pemahaman yang baik dari agama 
yang dipeluk oleh umat beragama 
menempati posisi yang penting.

Mengutip William Frankena, Benya-
min menjelaskan, tugas agama-agama 
dalam misi perdamaian bukan seke-
dar tidak menimbulkan kejahatan 
(not to inflict evil or harm), tapi le-
bih dari itu, agama mesti berfungsi 
mencegah kejahatan (to prevent evil) 
dan berniat sungguh-sungguh meng-
hapus kejahatan (to remove evil), bah-
kan harus mempromosikan kebaikan 
(to promote good)—sebuah kualitas 
tertinggi dari nilai-nilai kemanusiaan 
untuk mewujudkan keadilan dalam 
kehidupan bersama. Itulah yang ter-
kandung dalam misi perdamaian 
agama-agama.

Lebih jauh Benyamin menawarkan 
gagasan bagaimana agama-agama 
itu bisa hidup  bersama  secara  da-
mai. Menurutnya setidaknya ada tiga 
pola hidup bersama. Pertama, live 
and let die. Maksudnya adalah siapa 
yang mayoritas, atau siapa yang kuat, 
merekalah yang dapat hidup, di sini 
berlaku hukum rimba, sikap ini harus 
ditolak oleh agama-agama. Kedua, 
live and let live. Pada pola ini umat 
beragama sama-sama hidup tapi tidak 
ada interaksi di antara mereka, “Kamu 
jangan mengganggu saya, maka saya 
tidak akan mengganggu kamu”. Ini 
pun bukan pilihan yang tepat meski 
lebih baik dari pilihan yang pertama. 
Sikap ketiga, creative proexistence. Ke-
beradaan saya dan keberadaan orang 
lain sama-sama saling memiliki ke-
bergantungan. Ini adalah pilihan 
yang tepat, sebagaimana dikatakan 
Alkitab, “Usahakanlah kesejahteraan 
kota di mana engkau berada,  karena 

6

Pdt. Dr. Benyamin F. Intan 
(Direktur Eksekutif RCRS)



Vol. 3, Tahun I, September 2010

kesejahteraan kota itu adalah ke-
sejahteraanmu juga.” 

Hidup bersama dalam bingkai 
creative proexistence dapat terawat 
dengan baik apabila agama-agama 
mempromosikan Golden Rule, atau 
“Kaidah Kencana.” Menurut  John 
Hick Golden Rule ini ada dalam 
agama-agama dengan berbagai 
macam variasi. “Apa yang eng-
kau inginkan orang lain perbuat 
bagimu, perbuatlah itu dahulu,” 
atau dalam bentuk negatifnya, 
“Jika engkau tidak ingin seseorang 
berbuat sesuatu kepadamu, jangan 
lakukan hal itu kepada orang lain.”

Kesadaran akan pentingnya pe-
ngakuan interdepedensi agama-
agama bisa bertumbuh dengan 
subur apabila agama-agama itu 
mempromosikan common grace 
(anugerah umum). Yesus ber-
kata dalam Matius 5 bahwa Allah 
menerbitkan matahari dan menu-
runkan hujan bagi orang yang baik 
maupun orang yang jahat. Kacama-
ta, mungkin ditemukan oleh orang 
bukan Kristen, tetapi bisa berguna 
bagi orang Kristen dan agama-
agama lain. Demikian juga Aljabar 
yang ditemukan oleh Islam, dapat 
berguna bagi agama-agama lain. 
Begitu pula dengan orang Kristen, 
juga menemukan hal-hal lain yang 
berguna bagi agama-agama lain. Ini 
jelas menunjukan bahwa agama-
agama bergantung satu sama yang 
lain. 

Akhirnya Benyamin menyimpul-
kan, misi perdamaian adalah se-
suatu yang feasible, karena itu harus  
dikonkretkan oleh setiap agama 
melalui misi di dalam pengajaran 
masing-masing agama. Apalagi jika 
umat beragama benar-benar meya-
kini bahwa agama-agama memiliki 
peran  penting  di  dalam  pemba-
ngunan perdamaian.   (Binsar A. Hu-
tabarat, Dini Y. Rachman)

7

Tentang RCRS
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percaya bahwa kebenaran Kristen dalam Mandat Budaya adalah ke-
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P ro-kontra sengit terjadi ke-
tika pemerintah menetapkan 
Peraturan Bersama Menteri 
(PBM) 2006 tentang Izin 

Rumah Ibadah yang adalah revisi 
dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 
dua menteri 1969. Alasan utamanya 
jelas, peraturan tersebut cenderung 
mengekang kebebasan beragama. 

Sejak ditetapkannya, PBM lang-
sung menyasar gereja-gereja kecil 
yang belum memiliki Izin Mendiri-
kan Bangunan (IMB), karena tidak 
memenuhi syarat yang ditentukan, 
yakni mendapat persetujuan dari 60 
orang warga sekitar, dan jumlah je-
maat minimal 90 orang dewasa yang 
dibuktikan dengan Kartu Tanda Pen-
duduk (KTP). 

Dalam usianya yang terbilang muda 
itu, PBM kemudian juga menyasar 
gereja-gereja besar, seperti yang di-
alami Gereja Huria Kristen batak 
Protestan (HKBP) yang pada tahun 
ini merayakan ulang tahunnya yang 
ke-150, yang telah memiliki 3.789 
gereja dengan sekitar 5 juta ang-
gota jemaat. Demikian pula dialami 
oleh Gereja Kristen Indonesia (GKI) 
misalnya GKI Taman Yasmin, Ge-
reja Protestan Indonesia Bagian barat 
(GPIB), antara lain GPIB Galaksi, 
juga beberapa Gereja Katolik, seperti 
yang terjadi di Harapan Indah Bekasi 
dan Purwakarta, dll.

Menurut Pdt. Esron M. Tampubo-
lon, Praeses HKBP Distrik XIX Ja-
karta 2, dalam sebuah  konferensi 
pers yang di gelar di Jalan Puyuh, 
Bekasi, di Gereja Pondok Timur In-
dah yang disegel pemerintah kota 
Bekasi, sejak diberlakukannya PBM 
puluhan gereja HKBP di Indone-
sia telah mengalami gangguan dan 
hambatan dalam menjalankan iba-
dat dan mendirikan rumah ibadah. 
Kasus-kasus yang menjadi berita luas 

terjadi pada HKBP Pondok Timur 
Indah, Filadelfia, Jatimulya, Cinere, 
Sibuhuan. Alasannya sama, yakni soal 
ijin rumah ibadah. 

Kejadian tragis terjadi pada HKBP 
Sibuhuan, kabupaten Padang Lawas 
(Palas), Tapanuli Selatan yang dibakar 
massa 22 Januari 2010, dan HKBP 
Pondok Timur Indah yang beberapa 
jemaatnya mengalami kekerasan, 
penganiayaan ketika menjalankan 
ibadah. Pdt. Luspida Simanjuntak, 
pimpinan gereja tersebut juga tidak 
luput dari tindak kekerasan tersebut.

Kekerasan yang dialami oleh HKBP 
Pondok Timur Indah, khususnya 
yang terjadi pada 1 Agustus 2010, 
dan 8 Agustus 2010 menurut Sekre-
taris Jenderal (Sekjen) HKBP, Pendeta 
Ramlan Hutahaean, telah menyadar-
kan gereja dengan jumlah anggota 
terbesar di Indonesia itu bahwa kebe-
basan beragama bukan hanya masih 
menjadi barang mewah bagi gereja-
gereja kecil, tetapi juga HKBP yang 
mampu memenuhi syarat-syarat 
pendirian rumah ibadah dalam PMB, 
khususnya berdasarkan jumlah ang-
gota jemaatnya. 

Ramlan Hutahaean menyebut peristi-
wa kekerasan terhadap HKBP Pondok 
Timur Indah yang tak masuk akal itu 
“golden moment,” yang menyatukan 
gereja yang pernah terpecah-pecah di 
era Orde Baru, dan membawa jemaat 
HKBP di Indonesia dan luar negeri 
bersehati datang kepada Allah untuk 
memohon kemurahan Tuhan atas 
apa yang dialami oleh HKBP Pondok 
Timur.

Peristiwa dramatis yang dialami 
HKBP Pondok Timur terjadi karena 
ketaatan mereka pada pemerintah 
daerah yang menetapkan Ciketing, 
Mustika Jaya, Bekasi sebagai tem-
pat beribadah. Karena ketaatan pada 
pemerintah, mereka harus beribadah 
dengan beratapkan langit di Ciketing 
yang masih berupa tanah kosong, dan 
itu terjadi setelah selama dua puluh 
tahun beribadah dengan berpindah-
pindah. Terakhir gereja mereka yang 
terletak di Jalan Puyuh Raya disegel 
oleh pemerintah kota Bekasi.

Ironisnya, di tempat yang sangat ti-
dak memadai tersebut mereka justru 
mengalami kekerasan yang dilakukan 
oleh sekelompok orang yang meng-
atasnamakan agama. Ibadah HKBP 

PBM MENYASAR GEREJA HKBP

Liputan Khusus

Pdt. Ramlan Hutahaean, M.Th (Sekretaris Jenderal HKBP) bersama dengan Pendeta-pendeta 
HKBP dalam Konferensi Pers Jumat, 27 Agustus 2010 di Pondok Timur Indah, Bekasi.
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Pondok Timur Indah yang amat 
mencekam terjadi justru pada tempat 
yang ditetapkan pemerintah kota, di 
Ciketing pada tanggal 11 Juli 2010, 
18 Juli 2010, 25 Juli 2010, 1 Agustus 
2010, dan 8 Agustus 2010. Pada  iba-
dah minggu 1 Agustus dan 8 Agustus 
jemaat Gereja HKBP Pondok Timur 
Indah bukan hanya dihalang-halangi, 
diganggu tetapi juga diserang oleh 
sekelompok massa yang mengatas-
namakan agama. Puluhan jemaat lu-
ka-luka, terutama kaum perempuan. 
Pada peristiwa ini jelas pemerintah 
telah melakukan kejahatan berupa 
pembiaran terhadap kelompok-ke-
lompok anarkis untuk menebar teror.

Sejak tanggal 11 Juli 2010, hingga 
saat ini, jemaat HKBP Pondok Timur 
beribadah dengan perasaan takut dan 
cemas karena bisa saja mereka tiba-ti-
ba diserang massa seperti yang mereka 
alami pada kejadian dua hari minggu 
pada awal bulan Agustus. Mereka 
tetap beribadah di tempat tersebut 
karena itu adalah tempat milik me-
reka dan pemerintah kota telah mene-
tapkan hal tersebut. Jadi sangat tidak 
beralasan jika pemerintah membiar-
kan kekerasan terus terjadi. 

Pemerintah seharusnya bertindak te-
gas pada pelaku tindak kriminal terse-
but. Gangguan yang dialami oleh 
HKBP Pondok Timur Indah dalam 
beribadah membuktikan bahwa ke-
lompok minoritas masih belum bebas 
dalam beribadah, tukas pendeta Lus-
pida. Siapapun dia, atau kelompok 
apapun tidak berhak menolak berdi-
rinya gereja di daerah Mustika Jaya, 
demikian juga pada daerah-daerah 
lainnya. Kebebasan beragama dan 
kebebasan mendirikan tempat iba-
dah adalah mandat konstitusi RI, dan 
pemerintah wajib memfasilitasinya.

Perasaan duka yang menyelimuti 
warga HKBP kemudian diungkapkan 
dalam ibadah syukur dan peringatan 
65 tahun kemerdekaan Republik In-
donesia di Stadion Bekasi, yang di-

hadiri sekitar sebelas ribu orang dari 
berbagai gereja dan agama. Pada ke-
sempatan itu HKBP Jabodetabek 
bersama dengan jemaat gereja-gereja 
lain, juga kelompok-kelompok yang 
mengusung kebebasan beragama 
menggelar doa keprihatinan untuk 
kemerdekaan mendirikan tempat 
beribadah Minggu 29 Agustus 2010. 
Pada pertemuan itu, hadir juga pende-
ta-pendeta dari berbagai gereja HKBP 
di Jabodetabek, pendeta-pendeta dari 
berbagai gereja lainnya, Ketua Perse-
kutuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt. 
Dr. A.A. Yewangoe, Walikota Bekasi, 

Mochtar Mohammad, dan anggota 
DPR Syukur Nababan.

Dalam khotbahnya, Pdt. Ramlan 
Hutahaean mengatakan, PBM ha-
rus dicabut karena telah menghalang-
halangi pendirian rumah ibadah dan 
melanggar kebebasan beragama. Hal 
yang sama juga ditegaskan oleh Syu-
kur Nababan, PBM terbukti telah 
menimbulkan konflik agama dan 
karena itu harus dicabut.   (Binsar A. 
Hutabarat, Dini Y. Rachman, R. Graal 
Taliawo)

Pelaksanaan kebaktian minggu gereja HKBP Pondok Timur Indah 
pada hari Minggu, 29 Agustus 2010.

Spanduk penolakan kebaktian HKBP Pondok Timur Indah di lahan kosong milik HKBP 
di Ciketing, Mustika Jaya, Bekasi.
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PLURALISME AGAMA DAN NEGARA 
BERKEADILAN1

Pdt. Dr. Benyamin F. Intan

enjelang HUT ke-65 Re-
publik Indonesia, Forum 
Solidaritas Kebebasan Be-
ragama (FSKB) mengge-

lar ibadah bersama di depan Monas, 
Jakarta, 15 Agustus 2010. Aksi soli-
daritas ini menyuarakan, setiap orang 
memiliki hak beribadah, dan secara 
bersamaan prihatin bahwa di negeri 
yang merdeka ini masih ada individu 
atau kelompok minoritas yang belum 
bebas beribadah, bahkan kerap meng-
alami kekerasan ketika menjalankan 
kewajiban ibadah mereka.

Kejadian tragis menimpa Gereja 
HKBP Pondok Timur Indah di Ke-
lurahan Mustika Jaya, Bekasi Timur. 
Tiga minggu berturut-turut jemaat 
mengalami gangguan ibadah, bahkan 
8 Agustus 2010, ketika melaksanakan 
ibadah mereka, beberapa jemaat 
mengalami luka-luka akibat tindak 
kekerasan sekelompok orang. Bahkan 
Pdt. Luspida Simanjuntak, pimpinan 
gereja tersebut tidak luput dari tindak 
kekerasan yang mengatasnamakan 
agama.

Sangat disayangkan, kelompok agama 
dan kepercayaan minoritas belum 
menikmati buah manis multikultur-
alisme. Perlakuan diskriminatif dan 
tindak kekerasan dialami kelompok 
minoritas karena ajaran mereka di-
anggap sesat (heresy) atau tidak sesuai 
(unorthodoxy belief) dengan ajaran ke-
lompok yang lebih besar. Pembakaran 
dan penyerangan terhadap rumah 
ibadah minoritas oleh kelompok 
agama tertentu masih terus terjadi.

Kasus-kasus ini terus berulang karena 
aparat negara tidak banyak berperan 
dalam pencegahan tindak kekerasan. 
Menurut jajak pendapat Kompas 
(22/2/10), separuh lebih responden 
(56,5 persen) menyatakan negara 
kurang melindungi kelompok yang 
tergolong relatif kecil secara kuantitas 
dari tindak kekerasan kelompok lain. 
Negara lalai memproteksi kebebasan 
beragama warganya seperti digariskan 
konstitusi. Sadar atau tidak, negara 
telah melakukan kejahatan pembi-
aran (crime by omission).

Akibat  tindakan  pembiaran,  he-
resy dan unorthodoxy belief yang ta-
dinya tidak mengganggu kepentingan 
umum, mulai dianggap membaha-
yakan kehidupan publik. Keperca-
yaan mulai dipolitisasikan. Terjadi apa 
yang dinamakan politicized belief. Sa-
dar atau tidak, aksi pembiaran negara 
telah mengeskalasi level intoleran dari 
heresy dan unorthodoxy belief kepada 
politicized belief. Dalam politicized 
belief, negara memolitisasi agama. Ke-

berpihakan (pasif ) negara terhadap 
kelompok mayoritas bukan tanpa tu-
juan, ujung-ujungnya kelanggengan 
kekuasaan negara.

Pelanggaran negara tidak hanya se-
batas aksi pembiaran tapi mencakup 
tindakan aktif negara (crime by com-
mission). Setara Institute for Demo-
cracy and Peace mencatat dari 291 
aksi pelanggaran kebebasan beragama 
di tahun 2009, terdapat 139 tindakan 
pelanggaran yang melibatkan negara, 
dimana 101 tindakan aktif negara dan 
38 aksi pembiaran oleh negara. Aki-
bat tindakan aktif negara, heresy dan 
unorthodoxy belief tidak lagi sekedar 
politicized belief tapi telah berevolusi 
menjadi seditious belief, suatu keper-
cayaan/ideologi yang membahayakan 
eksistensi negara. Itu sebabnya butuh 
tindakan aktif negara. Amat disayang-
kan, kehadiran negara menjadi kon-
traproduktif: bukannya menjamin 
kebebasan beragama warganya, tapi 
malah   jadi  sumber  masalah.  Ke-
adilan yang menjadi tugas pokok uta-
ma negara, hilang tanpa membekas.

Prinsip Regulasi
Terciptanya kebebasan beragama 
butuh peran negara. Bukan hanya 
peran negatif negara untuk tidak 
berkontraproduktif, tapi peran posi-
tif negara di dalam menjamin dan 
memproteksi kebebasan beragama. 
Negara memang tidak boleh meregu-
lasi kehidupan beragama. Tapi negara 
bukan hanya diperbolehkan bahkan 
diharuskan membuat regulasi un-
tuk menjamin kebebasan beragama. 
Negara harus memandang kebebasan 
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beragama sebagai hak-hak sipil yang 
harus dilindungi.

Pembuatan regulasi kebebasan ber-
agama oleh negara, menurut Rein-
hold Niebuhr, harus berpedoman 
pada “prinsip regulasi” (regulative 
principle) dimana kebebasan (liberty) 
dan persamaan (equality) menjadi ele-
men dasar. Tanpa kedua elemen ini, 
mustahil menegakkan keadilan nega-
ra. Sehingga bagi Niebuhr, tuntutan 
kebebasan beragama bukan hanya 
sebatas jaminan kebebasan, tapi juga 
mencakup jaminan atas perlakuan 
yang sama (“Liberty and Equality,” 
185-198).

Regulasi jaminan kebebasan oleh 
negara sejatinya memberi ruang ke-
bebasan seperti digariskan konsistusi. 
Artinya, negara perlu membuat Ran-
cangan Undang-Undang (RUU) Ke-
bebasan Beragama sebagai implemen-
tasi dari pasal 29 UUD 1945. Sangat 
disesalkan banyak pihak, kebebasan 
beragama yang begitu penting be-
lum memiliki dasar jaminan hukum 
setingkat Undang-Undang. Dengan 
hadirnya UU Kebebasan Beragama, 
negara diharapkan tidak lagi melaku-
kan pembiaran, apalagi tindak aktif 
pelanggaran kebebasan beragama.

Jaminan atas perlakuan yang sama 
oleh negara pertama-tama dilakukan 
dengan menghapus semua peraturan 
kenegaraan yang bersifat diskrimi-
natif. Cukup banyak peraturan dis-
kriminatif setingkat UU, penetapan 
Presiden, keputusan Menteri, dan 
peraturan daerah yang perlu dicabut. 
Upaya memperjuangkan anti-dis-
kriminatif sejatinya bermuara pada 
ketegasan negara menganulir tindak 
kekerasan suatu kelompok agama ter-
hadap kelompok agama lain.

Keadilan Minoritas
Kehadiran regulasi jaminan kebebasan 
dan perlakuan yang sama tidak serta-
merta menjamin keadilan kelompok 
agama minoritas. Kedua macam regu-

lasi ini baru membebaskan kelompok 
minoritas dari tindak kekerasan dan 
perlakuan diskriminatif. Tapi belum 
mampu mengakomodir apa yang Da-
vid Hollenbach katakan sebagai hak 
partisipasi minoritas (minority rights 
of participation). Bagi Hollenbach, 
partisipasi minoritas adalah test case 
bagi negara berkeadilan. Membiar-
kan masyarakat mengesampingkan 
hak-hak minoritas sama artinya me-
langgengkan ketidakadilan (The Com-
mon Good and Christian Ethics, 173-
211).

Dengan kata lain, kelompok minori-
tas butuh keberpihakkan negara men-
dorong partisipasi mereka. Dalam 
kerangka negara Pancasila, di dalam 
menjalankan kebebasan beragama, 
pemerintah seyogianya melakukan 
dwifungsi: bukan hanya menjamin 
dan melindungi kebebasan beragama 
(fungsi negatif ), tapi juga mendorong 
serta memotivasi pertumbuhan dan 
perkembangan hak kebebasan be-
ragama umat minoritas (fungsi posi-
tif ).

James Skillen menolerir keberpihakan 
negara pada kaum minoritas sejauh 
berada dalam koridor sphere of respon-
sibility negara yang menjunjung tinggi 
keadilan (Political Order and the Plu-
ral Structure of Society, 413). Artinya, 
dorongan partisipasi minoritas oleh 
negara semata-mata dilandaskan pada 
keinginan luhur untuk menegakkan 
prinsip keadilan semata, dan bukan-
nya malah menimbulkan ketidakadil-
an baru pada mayoritas. 

Sphere of responsibility juga berarti, 
keberpihakan negara tidak boleh 
keluar dari jurisdiksi negara, sam-
pai mencampuri apalagi meregulasi 
urusan internal kelompok minoritas. 
Meminjam istilah Michael Walzer, 
keberpihakan negara harus dibatasi 
pada tataran “at” the boundaries dan 
bukannya “across” the boundaries dari 
agama minoritas (Spheres of Justice: 
A Defense of Pluralism and Equality, 

15, 282). Singkatnya, keberpihakan 
negara pada kaum minoritas dalam 
koridor sphere of responsibility semata-
mata demi keadilan.

Mewujudkan buah manis multikul-
turalisme dalam rangka HUT ke-65 
Kemerdekaan Indonesia di ranah per-
jumpaan agama-agama memang ti-
dak mudah. Tapi bukan hal mustahil. 
Peran aktif negara berkeadilan salah 
satu solusi utamanya.  (Penulis adalah 
Direktur Eksekutif RCRS)
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